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LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

 

 

 

NO. 6 2000 SERI. D 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  

NOMOR : 5 TAHUN 2000  

TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR JAWA BARAT 

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2000 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lem-
baran Negara tanggal 4 Juli 1950) 

2. Undang 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu011.pdf
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2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 . 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685); 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801); 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

8. Peraturan 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/85uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu021.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu004.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu025.pdf
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Dãerah (Lembaran 
Negara Nomor 5 Tahun 1975; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Lembaran Negata Nomor 6 Tahun 1975); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 
54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3691); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3692); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

14. Peraturan 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/75pp005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/75pp006.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp019.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp020.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp021.pdf
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 
Ketiga Kepada Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1972 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang  
Milik Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah 
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1996; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Gant Rugi Keuangan dan Barang 
Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program 
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian 
Kredit Anggaran; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

21. Keputusan .. 

http://www.bphn.go.id/


